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AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM PERIKATAN INDONESIA 
(Studi di BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta) 
 
Abstrak 
Murabahah merupakan salah satu akad dalam transaksi syariah. Akad murabahah 
yaitu akad jual beli antara dua pihak, sehingga termasuk dalam aturan hukum 
perikatan. Akad murabahah mendapat banyak penilaian tentang kehalalan dalam 
praktik dan pelaksanaan dianggap menyalahi rukun jual beli, dimana barang belum 
dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut namun sudah dijual kepada nasabah dalam 
bentuk angsuran untuk penyaluran dana sehingga lembaga keuangan memperoleh 
pendapatan dalam bentuk margin. Penelitian ini untuk menelaah bagaimana akad 
murabahah ditinjau dari perspektif hukum perikatan yang berlaku di Indonesia? Dan 
apakah akad murabahah yang dilakukan di BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta 
tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat secara syariah?  Adapun tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah di bank syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis 
empiris. 
Akad murabahah dilihat berdasar hukum perikatan yang berlaku di Indonesia 
maupun tinjauan dengan dasar aturan syariah merupakan hubungan antara ijab dan 
kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada 
obyek perikatan. Untuk menjamin semua konsekuensi hukum yang terjadi setelah 
dilakukan akad murabahah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh negara juga 
tidak keluar dari aturan hukum syariah yang diyakini. Hasil dari pembahasan bahwa 
pada prinsipnya akad murabahah sudah memenuhi syarat dan rukun syariahnya. 
Kata kunci: murabahah, hukum perikatan Indonesia, hukum syariah 
 
Abstract 
Murabahah is one of contracts in sharia transaction. Murabahah contract is a mutual 
contract between two different parties, so this contract regulated in engagement laws. 
Murabaha contract received many judgments about the halal in practice and the 
implementation is considered to violate the rules of sale and purchase, where the 
goods have not owned by the financial institution but have been sold to customers in 
the form of installments for the distribution of funds so that financial institutions 
earn revenue in the form of margin. This research is to examine how murabahah 
contract is viewed from the perspective of law of engagement in Indonesia? And 
whether the murabaha agreement done in BTN Sharia Branch Office Yogyakarta has 
fulfilled the terms and conditions of sharia? The purpose of this research is to know 
the implementation of murabahah contract in sharia banks. This research uses 
descriptive research method with empirical juridical approach. 
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Murabahah scheme is seen based on the law of engagement applicable in Indonesia 
as well as review on the basis of sharia rules is a relationship between ijab and kabul 
in accordance with the will of the Shari'a which establishes the legal effect on the 
object of the engagement. To ensure all legal consequences that occur after the 
murabaha agreement is accepted and implemented by the state is also not out of the 
rules of sharia law is believed. The result of the discussion that in principle 
murabahah contract already qualified and the pillars of sharia. 




 Di Indonesia, perbankan syariah sudah lama hadir yaitu dengan prinsip bagi 
hasil namun baru tahun 2008 perbankan syariah memiliki peraturan perundang-
undangan tersendiri yang mengatur operasional perbankan syariah yaitu dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
sehingga perbankan syariah mulai saat itu memiliki payung hukum tersendiri yang 
khusus mengatur tentang perbankan syariah.1  
 Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan prinsip 
syariah yang bersumber dari Al Quran dan sunah, selain harus tunduk dengan 
Undang-undang yang berlaku juga harus tunduk dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional yang mana fatwa yang dikeluarkan tersebut akan 
mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum positip yang berlaku di Indonesia. 
Bahwa setiap produk yang ada dalam bank syariah itu harus terlebih dahulu 
mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas Syariah dan fatwa dari Dewan Syariah 
Nasional serta persetujuan dari Bank Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, saat ini 
pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah  ada dibawah 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 Fungsi bank syariah sama dengan bank pada umumnya yaitu sebagai lembaga 
intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam 
bentuk pembiayaan. Yang membedakan ada pada cara dan proses melakukan 
                                                            




usahanya yaitu dengan berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal adanya bunga 
melainkan beradasarkan sistem bagi hasil atau margin.   
 Pembiayaan dalam perbankan syariah salah satunya adalah pembiayaan 
dengan akad jual beli. Akad jual beli yang dikembangkan di bank syariah dinamakan 
dengan pembiayaan murabahah. Setiap akad dalam perbankan syariah, harus 
memenuhi rukun dan syarat sahnya akad yaitu adayanya penjual, adanya pembeli, ada 
barangnya, ada akad (ijab-qabul), barang harus halal, harga dan jasa harus jelas, 
barang yang ditransaksikan milik penjual.2 
 Dalam aplikasinya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah 
yaitu bank merupakan penjual atas obyek barang sedangkan nasabah adalah 
pembelinya. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli 
barang dari suplier, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang 
lebih tinggi dengan kesepakatan bersama sebagai keuntungan bank. 
 Akad murabahah yaitu jual beli yang merupakan perbuatan hukum dengan 
konsekuensi terjadi adanya peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada 
pembeli dalam hal ini bank kepada nasabah. Akad murabahah sebagaimana diuraikan 
dalam Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah, merupakan sebagai 
akad yang sesuai syariah selama dilakukan memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini 
mencerminkan tentang anjuran untuk melakukan usaha.  
 Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan para pihak untuk mengikatkan 
diri terhadap perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban yang 
dilakukan sesuai dengan syariah. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah 
sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih”.3 
 Dari latar belakang tersebut penelitian ini berupaya untuk membahas 
bagaimana akad murabahah ditinjau dari perspektif hukum perikatan yang berlaku di 
                                                            
2 Muhammad Syafi’i Antonio. (2015).Cetakan keduapuluh tiga.Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. 
Hal. 29. Jakarta.Gema Insani. 
3 Wardah Yuspin. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.  Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol. 10:57 
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Indonesia? Dan akad murabahah yang dilakakukan pada Bank BTN Kantor Cabang 
Syariah Yogyakarta apakah sudah memenuhi rukun dan syarat secara syariah?   
2. METODE 
 Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini 
akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis 
empiris. Pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena 
dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum 
(baik hukum yang tertulis yaitu hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang 
berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas, maupun hukum yang tidak tertulis 
yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai 
pedoman hidup bermasyarakat atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 
sekunder). Pendekatan empiris, hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das 
sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 
lapangan.  
 Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah 
bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-
bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 
lapangan yaitu tentang pelaksanaan akad murabahah di BTN Kantor Cabang Syariah 
Yogyakarta.  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Meningkatnya jasa-jasa perbankan syariah karena mayoritas penduduk 
Indonesia yang muslim untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan yang 
menganggap bunga bank konvensional adalah riba sehingga memerlukan lembaga 
keuangan yang menerapkan landasan syariah. Nilai-nilai hukum syariah diperlukan 
sebagai pondasi dalam tata kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, dalam hal ini nilai hukum islam sebagai aturan hidup orang islam harus 
didasarkan pada Al Quran dan Sunah. Keduamya ini merupakan pedoman nilai-nilai 
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hidup orang islam terutama dalam menjalankan syariat.4 Menurut Kuntowijoyo yang 
merujuk kepada M. Raihan Sharif, bahwa asas ekonomi telah meletakkan kaidah 
struktural sistem ekonomi Islam yaitu bahwa sistem ekonomi Islam itu elastis; 
pemilikan pribadi yang terbatas, dimaksudkan untuk mencegah monopoli (QS 59:7); 
kerjasama ekonomi (QS 4: 29).5  
 BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta termasuk lima cabang syariah 
pertama yang dibuka oleh UUS BTN bersama Jakarta, Bandung, Surabaya dan 
Makasar di tahun 2005. Pada tahun 2010 membuka kantor cabang pembantu syariah 
di Condong Catur yang operasionalnya merupakan bagian dari kantor cabang syariah 
Yogyakarta. Selama tahun 2017 ini BTN KCS Yogyakarta telah menyalurkan 
pembiayaan kurang lebih sebesar 400 Milyar, dan 58 % nya adalah akad murabahah. 
Dalam produk pembiayaan, BTN Syariah lebih memfokuskan di bidang properti 
melalui perumahan KPR. 
 Dalam pengembangan suatu produk, bank syariah harus berpedoman pada 
prinsip syariah dan mempertimbangkan dengan hukum positip yang ada.6 Menurut 
istilah Fiqh, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang mana penjual 
menyebutkan harga pembelian dan keuntungan yang diambil dengan jelas.7 Karena 
itu, untuk mengembangkan produk murabahah yang berkaitan dengan jual beli terkait 
dengan barang tak bergerak seperti tanah dan bangunan, diperlukan ketentuan-
ketentuan dengan hukum positipnya yaitu antara lain KUH Perdata Pasal 1457, Pasal 
1459, Pasal 616, Pasal 617, Pasal 619. Jual beli secara substansial merupakan kegiatan 
tukar-menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang berlaku dan 
disepakati. Dalam hukum perdagangan terdapat suatu perjanjian, dan kontrak antara 
dua pihak yang sepakat saling mengikatkan diri antara barang dengan harga yang 
ditransaksikan. Aplikasi pelaksanaan akad murabahah dalam hukum positip terlihat 
                                                            
4 Absori, Aidul Fitriciada Azhari, M. Mu’inudinillah Basri, Fatkhul Muin.(2016). Transformation of 
Maqashid Al Syariah (An Overview of The Development of Islamic Law in Indonesia. Jurnal Al Ihkam 
Jurnal Hukum & Pranata Sosial. Vol 11:1 
5  Absori,Kelik Wardiono,Saepul Rochman. (2015). Cetakan Kesatu. Hukum Profetik..Hal 317-
318.Yogyakarta. Genta Publishing 
6 Wangsawidjaja Z.(2012). Pembiayaan Bank Syariah. Hal 36. Jakarta. Kompas Gramedia 
7 Lina Maulidiana.(2011).Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam(kajian 
Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum).Jurnal Sains dan Inovasi, 7(1):75 
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juga dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai 
perjanjian atau perikatan. 
 Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta 
kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas 
sesuatu prestasi dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. 
Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat 
hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. 
Unsur-unsur dalam perikatan yaitu adanya hubungan hukum, kekayaan, para pihak, 
dan prestasi. Adapun sumber perikatan yaitu perjanjian, karena dengan melalui 
perjanjian maka pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat perikatan sesuai 
dengan asas kebebasan dalam berkontrak (contrack vrijheid). Dasar hukum perikatan 
diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 sampai 
pasal 1456 BW. Dalam buku III ini hukum perikatan dibagi atas bagian umum yaitu 
bagian yang memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya 
seperti lahir dan hapusnya suatu perikatan dan bagian khusus yang memuat peraturan 
mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti jual 
beli, sewa-menyewa.  
 Di dalam hukum perikatan terdapat beberapa asas. Asas-asas dalam hukum 
perikatan meliputi: a) asas konsensualisme,yaitu asas bahwa perjanjian lahir pada saat 
tercapainya kata sepakat antara para pihak yang terlibat. Asas ini disimpulkan dari 
Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata; b) Asas pacta sunt servanda, yaitu asas kepastian 
hukum dalam suatu perjanjian yaitu para pihak dalam perjanjian mempunyai 
kepastian hukum dan dilindungi secara hukum sehingga apabila terjadi sengketa 
dalam pelaksanaannya, maka hakim dalam putusannya bisa memaksa pihak yang 
melanggar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Oleh 
karena itu transaksi perjanjian yang melibatkan para pihak membutuhkan dukungan 
dari kebijakan pemerintah8; c) Asas kebebasan berkontrak; d) Asas Moral, hubungan 
antara hukum dan moralitas di H.L.A. Paradigma rasional Hart bahwa hal ini sesuai 
dengan paradigma kenabian yang didasarkan pada pendekatan filosofis. Yang 
                                                            
8 Dicky Gumilang Kurniawan, Absori, Wardah Yuspin. (2017). Model Transaksi Pengadaan Obat dan 
Alat Kesehatan (Alkes). Studi Transaksi PT Enseval Putra Megatrading, Tbk Cabang Surakarta dengan 
RSUD Kabupaten Sukoharjo. UMS.hal 1. 
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kesimpulannya bahwa pendapat Hart didasarkan pada asumsi dasar epistemologis 
termasuk peraturan primer dan sekunder, nilai/etika termasuk etika epistemologis 
seperti etika otonom, individual, prosedural, dan relatif sedangkan paradigma 
kenabian didasarkan pada asumsi epistemologis dimana moralitas relatif adalah hasil 
penciptaan dan kehendak realitas absolut. Sementara, norma moralitas berarti 
kenyataan harus diciptakan oleh kemauan yang kompeten melalui delegasi dengan 
etika epistemologis seperti kombinasi antara realitas masyarakat dan nilai apokaliptik.9 
 Berdasar ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, menegaskan bahwa jual beli 
sebagai suatu perjanjian, yang mana pihak pertama mengikatkan dirinya menyerahkan 
suatu kebendan, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam 
perjanjian. Perjanjian timbul karena adanya proses peralihan barang atau jasa dari 
perusahaan kepada pengguna (konsumen). 10  Menurut pendapat Pimpinan BTN 
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, bahwa murabahah merupakan suatu akad 
(perjanjian) jual beli sehingga dalam pelaksanaan akad murabahah harus tunduk dan 
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN yang 
mana fatwa DSN ini merupakan sebagai hukum positip pelaksanaan murabahah. 
Akad dalam Islam diartikan sebagai perjanjian, yaitu berbentuk ijab dan kabul. Rukun 
dan syarat sah akad secara syariah pada prinsipnya sama dengan syarat sahnya pada 
perjanjian dalam hukum positip Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya 
suatu perjanjian menurut KUHPerdata adalah: 1) Adanya kesepakatan antara kedua 
belah pihak; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Adanya obyek 
perjanjian; 4) Adanya suatu sebab yang halal. 
 Dalam perikatan (akad) murabahah ini mereka sepakat mengikatkan diri, yaitu 
Pihak PT. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Syariah yang diwakili oleh 
Manajer Cabangnya, selanjutnya disebut bank sebagai pihak pertama. Dan 
perorangan yang sepersetujuan suami/istrinya untuk melakukan perjanjian ini yang 
selanjutnya disebut nasabah sebagai pihak kedua. Akad ini dilakukan oleh orang yang 
telah cakap atau dewasa seperti halnya yang diatur pada ketentuan Pasal 1329 KUH 
                                                            
9 Khudzaifah Dimyati, Absori Absori, Kelik Wardiono, Fitrah Hamdani. (2017). Morality and Law: 
Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm. Jurnal 
Dinamika Hukum. Vol 17:1 
10  Absori. (2010). Hukum Ekonomi, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi 
Perdagangan. Surakarta.Muhammadiyah University Press,hal 85.  
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Perdata. Dalam pokok akadnya menyebutkan harga beli bank, uang muka (urbun), 
jumlah pembiayaan, keuntungan bank, harga jual bank, biaya administrasi, 
penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jatuh tempo pembiayaan, 
angsuran per bulan, ta’widh, ta’zir, letak jaminan, bukti kepemilikan, luas 
bangunan/obyek, serta penjual/supplier barang tersebut. Berakhirnya perikatan yang 
dibuat tersebut juga sudah jelas ditulis apa saja yang membuat perikatan yang dibuat 
baik pada saat bank melakukan perikatan pembelian kepada suplier maupun pada saat 
bank melakukan perikatan penjualan kepada nasabah. Berakhirnya perikatan-
perikatan tersebut disebut secara jelas pada pembahasan yang memuat rincian akad 
perikatan yang dibuat masing-masing pihak. 
 Dalam menyelenggarakan penjualan (akad murabahah) kepada nasabah, pihak 
bank tidak memproduksi barang yang akan dijualnya sendiri. Pihak bank melakukan 
pembelian kepada supplier tentang barang yang akan dijualnya kepada nasabah. 
Praktek bisnisnya seringkali nasabah yang meminta barang tertentu untuk “dibelikan” 
oleh bank dan kemudian “dijual” kepada nasabah secara angsuran. Meskipun kadang 
juga terjadi pihak bank yang bekerjasama dengan supplier untuk ikhtiar bersama-
sama menjual barang secara angsuran kepada nasabah bank. Dalam proses pembelian 
bank kepada supplier, bank menggunakan akad wakalah, dimana pihak bank 
“mewakilkan” kepada pembeli untuk bertindak dengan persertujuan dan atas nama 
bank membeli barang tersebut. Akad ini digunakan oleh bank untuk menjembatani 
transaksi ini agar tidak muncul pajak berganda sehingga sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Maka 
nasabah dapat menerima barang langsung dari supplier/penjual, kuitansi, akte jual 
beli langsung diatas namakan pembeli dalam hal ini nasabah. Sedangkan bank tidak 
membuat akta jual beli kepada supplier/penjual dan tidak melakukan balik nama 
terhadap barang yang dibiayai berdasarkan akad murabahah ini. Dengan demikian 
transaksi berdasar akad murabahah ini bank tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). Namun PPN dikenakan kepada nasabah yang dianggap menerima langsung 
dari pengusaha kena pajak. 
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 Pelaksanaan hukum perikatan dalam prinsip murabahah yang berlangsung 
antara bank dengan nasabah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur 
menurut ketentuan bahwa nasabah membutuhkan obyek pembiayaan dan meminta 
bank membelikan obyek tersebut, bank bersedia menjual obyek pembiayaan dan 
menyediakan fasilitas pembiayaan murabahah sesuai permohonan nasabah dan 
nasabah bersedia membayar harga jual bank sesuai akad ini dan harga jual bank  tidak 
berubah selama berlakunya akad ini. Hubungan antara bank dan nasabah daalam 
pembiayaan ini tidak lepas dari hukum adanya perikatan melalui perjanjian. Bank 
mensyaratkan akan merealisasikan pembiayaan setelah nasabah menyerahkan 
dokumen yang disyaratkan bank, membuka tabungan, menandatangani akad dan 
menyetorkan uang muka serta biaya-biaya yang disyaratkan bank. Selanjutnya bank 
melakukan pembayaran kepada penjual/supplier. Kemudian sejak ditandatangani 
akad ini, segala resiko atas obyek pembiayaan menjadi tanggung jawab nasabah dan 
nasabah membebaskan bank dari segala tuntutan dan atau ganti rugi. Setelah 
dilakukan pembayaran (pencairan) maka nasabah tidak dapat membatalkan secara 
sepihak akad ini. Jika pembiayaan berakhir dengan waktu yang telah ditentukan masih 
terdapat sisa tagihan maka nasabah harus tetap melakukan pembayaran sisa tagihan 
tersebut. Nasabah wajib membayar pembiayaan obyek murabahah sampai lunas. 
Angsuran dilunasi sesuai dengan jadwal yang disepakati. Nasabah melakukan 
pembayaran angsuran dengan pemotongan rekening tabungan. Setiap pembayaran 
nasabah dicatat bank sesuai kebijakan bank. Bank tidak berkewajiban mengirimkan 
surat tagihan. Nasabah wajib menyimpan bukti pembayaran angsuran. Jika nasabah 
merasa ada kekeliruan dalam pencatatan bank, nasabah berhak mengajukan keberatan 
disertai bukti pembayaran yang sah. Sepanjang mengenai kewajiban terkait akad ini 
bank meminta hak terlebih dahulu untuk memotong rekening nasabah. Termasuk 
terhadap kewajiban dan biaya yang timbul dari akad ini. Angsuran yang dibayarkan 
melebihi jadwal yang disepakati merupakan tunggakan. Atas tunggakan dikenakan 
ta’zir sebesar jumlah yang ditentukan. Jika nasabah lalai membayarkan angsuran dan 
melakukan cidera janji maka bank berhak mengenakan ta’widh yang besarna 
ditentukan bank. Bank diberi kuasa oleh nasabah untuk memotong rekening guna 
membayarkan kewajiban termasuk ta’zir dan ta’widh. 
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 Budaya hukum amat dibutuhkan agar dapat diperuntukkan nilai-nilai moral 
untuk keadilan para pihak. Oleh karenanya, dalam memahami nilai moral yang harus 
diperhatikan adalah bahwa nilai moral harus terkoneksi erat dengan asas hukum 
positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam kaidah hukum positif.11 
Praktik transaksi dalam murabahah mengacu pada fatwa DSN, adapun landasan 
hukum murabahah dalam Islam adalah perdagangan selalu dihubungkan dengan nilai-
nilai moral sehingga transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak 
bersifat Islami.12 Dalam hal nasabah wanprestasi maka bank berhak melaksanakan 
penjualan terhadap obyek pembiayaan dan menetapkan harga yang dianggap baik 
oleh bank. Apabila nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk 
membayar angsuran maka bank berhak menjual obyek pembiayaan. Hasil penjualan 
obyek tersebut diprioritaskan melunasi sisa pembiayaan jika masih ada kelebihan 
maka akan diserahkan kepada nasabah. Jika hasil penjualan obyek pembiayaan belum 
cukup melunasi sisa pembiayaan maka bank berhak mengambil pelunasan dari 
penjualan harta lain milik nasabah. Atas nasabah yang dinyatakan wanprestasi maka 
bank berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a) memberikan peringatan baik 
lisan maupun tertulis berupa surat atau akta sejenis ke alamat nasabah; b) 
memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan perignatan, stiker atau 
dengan cara apapun yang ditempelkan pada obyek pembiayaan: c) dalam hal nasabah 
sulit dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya maka bank memberi peringatan 
melalui media pemberitaan; d) melakukan pengalihan piutang murabahah kepada 
pihak lain. 
 Dalam praktek lembaga keuangan syariah selain diawasi oleh OJK, juga 
tunduk kepada Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa berkenaan dengan 
produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Begitupun produk murabahah telah 
mendapatkan aturan fatwa dari Dewan Syariah Nasional yaitu Aturan Fatwa DSN 
Nomor 04 Tahun 2000. Pelaksanaan akad murabahah di BTN Kantor Cabang 
                                                            
11  Absori. Achmadi. (2017). Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum 
Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Ke Non-Sistematik Charles Sampford). Prosiding Konferensi 
Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA). Hal 
110 
12 Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam. Hal 
265. Bandung. CV Pustaka Setia. 
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Syariah Yogyakarta berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak 
bank, akad pembiayaan murabahah di BTN Kantor Cabang Syariah  Yogyakarta, 
dibuat dalam bentuk baku di samping akad yang dibuat oleh notaris dalam bentuk 
otentik. Akad tersebut sudah dipersiapkan sejak awal oleh bank syariah dan nasabah 
tidak lagi bebas menentukan syarat-syaratnya karena ketentuan dan kondisi sudah 
disiapkan terlebih dahulu dengan format standar yang pada prinsipnya tidak 
bertentangan dengan syariah. Dalam draft yang ditawarkan oleh BTN Kantor Cabang 
Syariah Yogyakarta, telah mencakup rukun dan syarat sah murabahah (jual beli), yaitu 
adanya penjual, pembeli, obyek barang, harga, ijab qabul, baik disisi pembelian bank 
kepada penjual/supplier juga pada penjualan barang dari bank kepada nasabah. Selain 
itu unsur ijab qabulnya juga telah tertulis dan jelas, menghendaki pemahaman semua 
pihak yang terlibat dan menuliskan dengan jelas harga juga syarat dan ketentuan jual 
belinya. Pelaksanaan akad murabahah di BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta 
barang yang dijadikan obyek murabahah telah jelas barangnya, dikehendaki oleh 
nasabah dan telah dibeli bank dari penjual/suplier, jelas kegunaannya, manfaat untuk 
penggunanya dan jelas pula status perolehannya dan halal haram dzat tersebut. Syarat 
pelaku akad yaitu berakal, penjual dan pembeli adalah pihak yang berbeda serta tidak 
dalam keadaan paksaan juga memenuhi syarat.  
 Mengingat persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan maka 
menurut penulis perlu diperhatikan aspek lain dalam proses pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah yaitu mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal). Ketentuan 
Amdal diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22.13 Amdal diperlukan bank dalam proses 
pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan sebagai dasar kelayakan 
bagi perusahaan yang akan dijadikan mitranya. Hal ini sesuai dalam Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 tentang pertimbangan 
dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan 
memperhatikan persoalan lingkungan diharapkan terwujudnya keseimbangan aspek 
pemanfaatan dan kelestarian serta menghindarkan kemudharatan. 
                                                            




 Dalam praktek murabahah dimungkinkan terjadi berbagai macam 
pelanggaran akad bisa dikarenakan oleh ketidaktahuan petugas bank atau adanya 
moral hazard. Ketidaktahuan petugas bank meliputi pemahaman yang kurang akan 
akad syariah dan kurangnya aturan pendukung untuk akad murabahah yang sesuai 
dengan syariah. Sedangkan moral hazard bisa terjadi dikarenakan adanya niat serta 
kelengahan sistem pengawasan. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan 
dikarenakan moral hazard bank BTN Syariah menggunakan keputusan dua kamar 
yaitu adanya manajemen resiko yang ikut memutuskan sebuah analisa akad yang 
dipimpin oleh pimpinan berbeda dengan keputusan bisnisnya. 
 
4. PENUTUP 
Kesimpulan   
 Akad murabahah merupakan jual beli meskipun menyangkut jual beli barang, 
murabahah adalah transaksi pembiayaan karena fungsi bank sebagai pemberi fasilitas 
pembiayaan dan bukan sebagai pedagang sehingga secara yuridis nasabah yang 
membeli barang ke pemasok sedangkan bank sebagai kuasa dari dan atas nama 
nasabah sehingga dalam pelaksanaannya di perlukan perjanjian atau perikatan. Akad 
murabahah telah patuh pada aturan Fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000 mengenai 
murabahah, baik pada sisi kepatuhan bank syariah maupun pada ketentuan umum 
nasabah. Pada prinsipnya pelaksanaan akad  murabahah di BTN Kantor Cabang 
Syariah Yogyakarta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau perikatan menurut 
pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 
kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian, adanya suatu 
sebab yang halal. Adapun, asas pada hukum perikatan yang meliputi asas 
konsensualisme, pact sunt servanda dan kebebasan berkontrak sama dengan asas-asas 
akad dalam hukum islam yang meliputi asas kebebasan (al hurriyah), asas kesetaraan 
atau persamaan, asas keadilan, asas konsensual. Dengan demikian akad murabahah 
ini telah tunduk pada hukum positip yang berlaku di Indonesia, selain dipayungi 
dengan hukum positip juga dipayungi dengan hukum islam bahwa pelaksanaan akad 
ini sudah memenuhi unsur syariah. 
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 Dalam pelaksanaan akad murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah. 
yang dimaksud prinsip syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu 
prinsip hukum islam yang dalam kegiatan usaha bank syariah didasarkan fatwa dari 
DSN sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam penerapan fatwa-fatwa 
dibidang syariah. Pandangan subyektif pengurus bank tentang akad murabahah 
bahwa akad murabahah yang dilakukan oleh BTN Kantor Cabang Syariah 
Yogyakarta sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan prinsip syariah karena 
semua akad dipayungi oleh Fatwa DSN. Dalam pelaksanaannya rukun dan syarat 
murabahah sudah terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual 
belikan, harga,ijab dan qabul. Transaksi murabahah juga telah terhindar dari unsur 
gharar karena transaksi tidak mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak 
yang lain dirugikan; maysir bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur 
perjudian; riba bahwa jual beli ini terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang 
disepakati, batil karena tidak terpengaruh dengan tingkat fluktuasi suku bunga 
dipasaran sehingga ketidak adilan dapat dihindari atau hal-hal yang bertentangan 
dengan ajaran Islam.  
Saran 
 Pentingnya memastikan kepatuhan syariah terhadap pengurus bank. 
Kepatuhan syariah tidak hanya terletak pada pemahaman terhadap fatwa-fatwa DSN 
tetapi juga pada semangat melakukan akad murabahah yang saling menjaga dan saling 
menguntungkan. Tanpa kepatuhan syariah yang tinggi pada pengurus bank, perikatan 
yang dilakukan akan cenderung lebih menguntungkan bank dibandingkan dengan 
nasabah, sehingga rawan dijadikan sasaran kritik kepada praktek pembiayaan syariah 
yang dilakukan.  
 Dalam pelaksanaan akad murabahah seringkali nasabah tidak benar-benar 
mengerti mengenai apa yang tercantum dalam Akad Pembiayaan maupun Akad 
Wakalah. Juga resiko-resiko hukumnya apalagi mengenai dasar-dasar syariah yang 
digunakan dalam akad-akad tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan prinsip 
akad yang digunakan oleh bank syariah kurang mendapat apresiasi dari nasabah dan 
masyarakat umum sehingga diharapkan adanya sosialisasi mengenai bank syariah dan 
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